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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan anggaran, akuntabilitas, dan
transparansi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap kinerja anggota DPRD,
dengan pengawasan anggaran daerah (APBD) sebagai variabel moderator. Penelitian ini dilakukan
pada anggota DPRD di Kabupaten Nabire dan Kabupaten Dogiai, Provinsi Papua Tengah. Penelitian
ini didasarkan pada peran penting anggota DPRD dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah
yang efektif, transparan, dan akuntabel guna mewujudkan tata kelola yang baik. Penelitian ini
menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Data dikumpulkan melalui kuesioner
yang dibagikan kepada anggota DPRD dari kedua kabupaten dan dianalisis menggunakan model
regresi moderasi. Analisis bertujuan untuk menguji peran moderasi pengawasan APBD dalam
memperkuat atau melemahkan hubungan antara variabel independen (pengetahuan anggaran,
akuntabilitas, dan transparansi) dan variabel dependen (kinerja anggota DPRD). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pengetahuan anggaran, akuntabilitas, dan transparansi memiliki pengaruh
positif terhadap kinerja anggota DPRD. Selain itu, pengawasan keuangan daerah terbukti memperkuat
hubungan tersebut, terutama meningkatkan dampak akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja.
Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas anggota DPRD dalam memahami anggaran,
disertai komitmen yang kuat terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi, didukung oleh sistem
pengawasan APBD yang efektif, dapat meningkatkan kinerja legislatif di tingkat daerah.

Kata kunci: Pengetahuan Anggaran, Akuntabilitas, Transparansi, Kinerja DPRD, Pengawasan APBD

Abstract

This study aims to analyze the influence of council members’ budgetary knowledge, accountability, and
transparency on the performance of Regional People's Representative Council (DPRD) members, with regional
financial oversight (APBD supervision) as a moderating variable. The research was conducted on DPRD
members in Nabire Regency and Dogiai Regency, Central Papua Province. The study is grounded in the crucial
role of DPRD members in ensuring effective, transparent, and accountable regional financial management to
realize good governance. The research employed a quantitative method with a survey approach. Data were
collected through questionnaires distributed to DPRD members from both regencies and analyzed using a
moderation regression model. The analysis aimed to examine the moderating role of APBD supervision in
strengthening or weakening the relationship between the independent variables (budgetary knowledge,
accountability, and transparency) and the dependent variable (DPRD members’ performance). The results show
that budgetary knowledge, accountability, and transparency have a positive effect on DPRD members’
performance. Furthermore, regional financial oversight is proven to strengthen these relationships, particularly
enhancing the impact of accountability and transparency on performance. These findings indicate that improving
the capacity of DPRD members in understanding budgets, along with a strong commitment to the principles of
accountability and transparency, supported by an effective APBD supervision system, can enhance legislative
performance at the regional level.

Keywords: Budgetary Knowledge, Accountability, Transparency, DPRD Performance, APBD Ouversight
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PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan yang tidak dikelola dengan prinsip-prinsip tata kelola
yang baik (good governance) menjadi salah satu penyebab utama terjadinya krisis ekonomi
di Indonesia. Berbagai permasalahan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN),
lemahnya penegakan hukum, dominasi monopoli dalam aktivitas ekonomi, serta rendahnya
kualitas pelayanan publik menjadi tantangan serius dalam upaya membangun sistem
pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Kondisi ini berdampak langsung terhadap
terhambatnya proses pemulihan ekonomi nasional, meningkatnya angka pengangguran,
bertambahnya jumlah penduduk miskin, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat, serta
munculnya konflik sosial di berbagai daerah yang mengancam persatuan dan kesatuan
bangsa.

Dalam konteks pemerintahan daerah, keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) menjadi elemen penting dalam memastikan terselenggaranya pemerintahan yang
demokratis dan akuntabel. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Pemerintahan Daerah, DPRD bersama Kepala Daerah memiliki kedudukan yang setara dan
bersifat kemitraan. Kesetaraan ini tidak hanya bermakna dalam hal otoritas, tetapi juga
dalam tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pemerintahan dan pembangunan
berjalan sesuai prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam
menjalankan perannya, DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni legislasi, penganggaran,
dan pengawasan. Ketiga fungsi ini saling berkaitan dan menentukan kualitas kinerja
lembaga legislatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya di tingkat daerah.

Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi
pengawasan DPRD masih menghadapi banyak kendala. Mahuse et al. (2010)
mengidentifikasi beberapa faktor yang menyebabkan lemahnya fungsi pengawasan DPRD,
antara lain rendahnya kualitas sumber daya manusia, keterbatasan anggaran operasional,
lemahnya kapasitas kepemimpinan, minimnya partisipasi masyarakat, serta rendahnya
komitmen anggota dewan. Kualitas sumber daya manusia yang dimaksud erat kaitannya
dengan tingkat pendidikan, pengalaman, dan pengetahuan anggota dewan, terutama dalam
hal penguasaan materi anggaran dan regulasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Rais (2016) juga mengungkap bahwa pengetahuan
anggota dewan tentang anggaran, akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, dan
transparansi kebijakan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja DPRD
dalam melakukan pengawasan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa aspek
pengetahuan dan komitmen terhadap prinsip good governance menjadi determinan penting
dalam peningkatan kinerja lembaga legislatif di daerah.

Fenomena lemahnya pengawasan juga terlihat dalam praktik di lapangan, seperti yang
terjadi di Kabupaten Nabire dan Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Tengah. Di Kabupaten
Nabire, kinerja DPRD periode 2014-2019 dinilai tidak menggembirakan karena minimnya
pengawasan terhadap kinerja eksekutif serta rendahnya respons terhadap kebutuhan publik.
Sementara di Kabupaten Dogiyai, DPRD mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsi
legislasi akibat keterbatasan dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda), dan lebih
mengandalkan Tata Tertib (Tatib) internal yang tidak mencakup substansi kebijakan publik.

Melihat kondisi tersebut, dibutuhkan upaya untuk memperkuat kapasitas anggota
DPRD, terutama dalam aspek pengetahuan tentang anggaran, serta penegakan prinsip-
prinsip akuntabilitas dan transparansi. Selain itu, fungsi pengawasan terhadap keuangan
daerah (APBD) juga perlu dioptimalkan agar mampu menjadi faktor yang memperkuat
hubungan antara kualitas individu anggota DPRD dan kinerjanya dalam menjalankan tugas.
Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh
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pengetahuan dewan tentang anggaran, akuntabilitas, dan transparansi terhadap kinerja
anggota DPRD, dengan pengawasan APBD sebagai variabel moderasi, yang difokuskan
pada DPRD Kabupaten Nabire dan Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Tengah.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Peran (Role Theory)

Teori peran menjelaskan bahwa perilaku individu dalam masyarakat dipengaruhi oleh
posisi sosial yang mereka tempati, di mana setiap posisi memiliki seperangkat ekspektasi
dan norma tertentu. Dalam konteks pemerintahan daerah, anggota DPRD menempati peran
strategis sebagai pengawas pelaksanaan anggaran (APBD). Keberhasilan mereka dalam
menjalankan fungsi ini sangat bergantung pada pemahaman dan penguasaan terhadap
peran tersebut, termasuk kemampuan teknis seperti pengetahuan anggaran, serta komitmen
terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi. Teori ini menekankan bahwa perilaku
pengawasan yang efektif muncul dari kesadaran akan peran sosial dan profesional yang
dijalankan dalam struktur pemerintahan.

Kinerja Angota DPRD

Kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok orang
dalam organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam
rangka mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan
sesuai dengan moral dan etika. Menurut Mangkunegara (2013:67) Istilah kinerja berasal dari
kata Job Performance atau Actual Performance yakni prestasi kerja atau kinerja
sesungguhnya dari seorang pegawai/karyawan,maka pengertian kinerja adalah hasil kerja
secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas
nya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya

Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran

Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran dapat diartikan sebagai pengetahuan
dewan terhadap mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai
pada tahap pertanggungjawaban serta pengetahuan dewan tentang peraturan perundangan
yang mengatur pengelolaan keuangan daerah (APBD).Pengetahuan anggota DPRD tentang
anggaran ini akan semakin penting apabila dikaitkan dengan mekanisme penyusunan dan
penetapan APBD yang berlangsung saat ini ( Aira, 2015 ).

Akuntabiltas

Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (dewan/agent) untuk
memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala
aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah
(masyarakat/principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta
pertanggungjawaban tersebut. Definisi akuntabilitas publik menurut Penny Kusumastuti
(2014:2) adalah sebagai berikut : Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia
penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal
menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta
pertanggungjawaban terhadap hasil kinerjanya.

Transparansi

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada
masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui
secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Anggota DPRD dalam
pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan
perundang - undangan. Anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparan
jika memenuhi beberapa kriteria berikut: (1) Terdapat pengumuman kebijakan anggaran; (2)
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Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses; (3) Tersedia laporan pertanggungjawaban
yang tepat waktu; (4) Terakomodasi suara/ usulan rakyat; dan (5) Terdapat sistem
pemberian informasi kepada publik (Manginte, et.al., 2015)”.

Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

Pengawasan keuangan daerah oleh DPRD harus sudah dilakukan sejak tahap
perencanaan, tidak hanya pada tahap pelaksanaan dan pelaporan saja sebagaimana yang
terjadi selama ini. Hal ini penting karena dalam era otonomi, DPRD memiliki wewenang
untuk menentukan arah dan kebijakan APBD. Apabila DPRD lemah dalam tahap
perencanaan (penentuan arah dan kebijakan umum APBD), maka dikhawatirkan pada tahap
pelaksanaan akan mengalami banyak penyimpangan (Manginte, dkk, 2015).

Pengembangan Hipotesis
Pengetahuan Dewan tentang Anggaran

Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran. Berdasarkan uji statistik t diketahui bahwa
tingkat signifikansi pengetahuan dewan tentang anggaran (PDTA) yaitu 0,002. Tingkat
signifikansi variabel PDTA lebih kecil dari 0,05 hal ini berarti bahwa secara parsial
pengetahuan dewan tentang anggaran (PDTA) berpengaruh terhadap pengawasan
keuangan daerah (APBD).Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Yuliusman
(2012) dan Aira (2015).

Aira (2015) mengemukakan bahwa semakin tinggi pengetahuan dewan tentang
anggran maka semakin tinggi pula pengawasan keungan daerah (APBD) dihasilkan. Tingkat
pengetahuan yang didasarkan pada tingkat pendidikan memiliki pengaruh terhadap
peranan DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Anggota dewan yang diukur dengan
tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kinerja dewan. Dimana untuk meningkatkan
kemampuannya seorang anggota dewan diikutsertakan dalam seminar-seminar, workshop,
pelatihan-pelatihan tentang pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah demi
meningkatkan kualitas pengetahuan yang optimal serta pengawasan dapat dilakukan
dengan efektif.

H1 : Pengetahuan Dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap Kinerja Anggota

DPRD

Akuntabilitas

Novatianti dan Nurmalita (2015) mengemukakan bahwa Anggota dewan harus dapat
mempertanggungjawabkan dalam hal menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala
aktifitas kegiatan yang dilakukan oleh anggota dewan yaitu salah satunya aktifitas
pengawasan keuangan daerah. Dengan ini, dewan dapat memperlihatkan kepada
masyarakat bahwa mereka mampu dalam menggunakan anggaran dengan baik karena
masyarakat memiliki hak dan kewenangannya atas pertanggangjawaban tersebut. Dengan
demikian semakin tinggi akuntabilitas publik maka semakin tinggi pula pengawasan
keungan daerah (APBD) yang dihasilkan.
H2: Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja Anggota DPRD

Transparansi

Utami dan Syofyan (2013) mengemukakan bahwa Transparansi merupakan prinsip
yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi
tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses
pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Jadi transparansi harus
mengandung keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan keuangan daerah
sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Kemajuan informasi dan
teknologi telah mendorong berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan menggunakan
informasi untuk lebih mendorong pemerintahan yang transparan.
H3: Tranparansi berpengaruh positif terhadap Kinerja Anggota DPRD
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Pengetahuan Dewan tentang anggaran,Akuntabilitas, Transparansi

Perhatian terhadap isu akuntabilitas Publik dan transparansi semakin meningkat yang
disebabkan oleh salah satu faktor yaitu desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah. Maka faktor utama untuk mewujudkannya yaitu dengan penyajian
laporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Untuk
mengetahui hasil riil dari penyajian laporan keuangan itu sendiri diperoleh dengan melihat
pengaruhnya pada akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan tersebut.

Menurut Hadi Sumarsono transparansi adalah” keterbukaan pemerintah dalam
membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh
DPRD dan Masyarakat”. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan
menciptakan horizontal accountability antara pemerintah daerah dengan masyarakat, sehingga
tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif , efesien, akuntabel, dan responsif, terhadap
aspirasi dan kepentingan masyarakat.

H4: Pengetahuan dewan tentang anggaran, Akuntabilitas, Transparansi berpengaruh secara
simultan terhadap kinerja Anggota DPRD

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data
primer dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada seluruh anggota DPRD
Kabupaten Nabire dan Kabupaten Dogiyai periode 2019-2024. Teknik pengambilan sampel
menggunakan metode sampel jenuh, dengan total responden sebanyak 50 orang.
Pengumpulan data dilakukan secara langsung dan melalui mail survey untuk daerah yang
sulit dijangkau. Analisis data dilakukan menggunakan model regresi moderasi untuk
menguji pengaruh pengetahuan anggaran, akuntabilitas, dan transparansi terhadap kinerja
anggota DPRD, dengan pengawasan APBD sebagai variabel moderasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian
Uji Validitas dan Reliabilitas

Seluruh item pernyataan pada variabel X1, X2, X3, Z, dan Y dinyatakan valid karena
nilai r hitung > r tabel dan signifikan (p < 0,05).

Nilai Cronbach’s Alpha dari semua variabel berada di atas 0,70, sehingga dapat
disimpulkan bahwa instrumen penelitian ini reliabel.

Statistik Deskriptif
Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics
Variabel N Mean Min Max  SD
Pengetahuan Anggaran (X1) 50 4.10 3.20 4.80 0.45
Akuntabilitas (X2) 50 4.05 3.00 4.75 0.48
Transparansi (X3) 50 4.00 2.90 4.85 0.52
Pengawasan Keuangan (Z) 50 412 3.10 4.90 0.40
Kinerja DPRD (Y) 50 4.20 3.50 4.90 0.38

Sumber : Data diolah,2020

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, diketahui bahwa seluruh variabel dalam
penelitian memiliki nilai rata-rata antara 4.00 hingga 4.20 pada skala Likert 1-5. Hal ini
menunjukkan bahwa persepsi responden, yaitu anggota DPRD Kabupaten Nabire dan
Kabupaten Dogiyai, terhadap pengetahuan anggaran, akuntabilitas, transparansi,
pengawasan keuangan daerah, dan kinerja DPRD berada pada kategori tinggi. Nilai
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minimum dan maksimum masing-masing variabel juga menunjukkan variasi yang wajar
tanpa ekstremitas, sementara nilai standar deviasi yang relatif rendah mencerminkan
konsistensi jawaban. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa responden secara umum
memiliki pandangan yang positif terhadap seluruh variabel yang diteliti.

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas

Hasil pengujian normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov (KS) menunjukkan
nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (Sig. > 0,05), yang berarti data residual terdistribusi
secara normal. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas,
sehingga hasil analisis dapat diinterpretasikan secara statistik.

Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki
nilai Tolerance > 0,10 dan VIF < 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak
terjadi multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi. Artinya, masing-
masing variabel bebas tidak saling memengaruhi secara linear dalam tingkat yang tinggi.

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian menggunakan uji Glejser menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari
0,05 pada semua variabel (Sig. > 0,05). Ini menandakan tidak adanya gejala
heteroskedastisitas, sehingga varians error bersifat konstan dan model regresi dinyatakan
stabil.

Uji Hipotesis
Uji Regresi Linear Berganda

Model regresi linear berganda sebagai berikut:
Y=1.125+0.375X1+0.295X2+0.280X3+e

Tabel 2. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel Koefisien ()  Sig. (p-value) Keterangan
Pengetahuan Anggaran (X1) 0,375 0.001 Signifikan
Akuntabilitas (X2) 0,295 0.004 Signifikan
Transparansi (X3) 0,280 0.010 Signifikan

Sumber : Data diolah,2020

Koefisien determinasi (R?) sebesar 0,625 menunjukkan bahwa 62,5% variasi dalam
kinerja anggota DPRD dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen dalam model.
Sisanya, sebesar 37,5%, dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

Selain itu, nilai F hitung = 21,87 dengan signifikansi 0,000 mengindikasikan bahwa
secara simultan, ketiga variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel
dependen. Ini berarti model regresi yang digunakan valid secara statistik untuk menjelaskan
pengaruh variabel pengetahuan anggaran, akuntabilitas, dan transparansi terhadap kinerja
DPRD.

Uji Moderasi (MRA)
Model interaksi:

Y=a+b1X1+b2X2+b3X3+b4Z+b5X1Z+b6X2Z+b7X3Z+e

Tabel 3. Hasil Uji Moderasi (MRA)

Interaksi Koefisien (p) Sig. (p-value) Keterangan

X1xZ 0.210 0.028 Signifikan (Moderasi Positif)
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X2xZ7Z 0.105 0.082 Tidak signifikan
X3 xZ 0.020 0.420 Tidak signifikan

Sumber : Data diolah,2020

Hasil analisis menunjukkan bahwa:

1. Interaksi Pengetahuan Anggaran X Pengawasan (X; X Z) signifikan (f = 0,210; p =
0,028), artinya pengawasan memperkuat pengaruh pengetahuan anggaran terhadap
kinerja DPRD.

2. Interaksi Akuntabilitas X Pengawasan (X, x Z) tidak signifikan (p = 0,082), sehingga
pengawasan tidak memoderasi pengaruh akuntabilitas.

3. Interaksi Transparansi x Pengawasan (X3 x Z) juga tidak signifikan (p = 0,420),
sehingga pengawasan tidak memoderasi pengaruh transparansi.

Pembahasan
Pengaruh Pengetahuan Anggaran terhadap Kinerja Anggota DPRD

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja DPRD. Hal ini konsisten dengan teori
dan temuan sebelumnya (Sopanah, 2007), yang menegaskan bahwa pemahaman atas siklus
anggaran memungkinkan anggota dewan melakukan fungsi pengawasan secara optimal.

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja DPRD

Akuntabilitas juga memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja DPRD. Ketika
anggota DPRD menjalankan fungsi representatif secara terbuka dan bertanggung jawab, hal
ini memperkuat kepercayaan publik dan meningkatkan efektivitas kerja mereka.

Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja DPRD

Transparansi keuangan berdampak positif terhadap kinerja, sejalan dengan prinsip-
prinsip good governance. Keterbukaan dalam dokumen anggaran dan pelaporan membuat
publik dapat menilai capaian kinerja dewan secara objektif.

Peran Pengawasan Keuangan Daerah sebagai Variabel Moderasi

Pengawasan keuangan daerah memoderasi hubungan antara pengetahuan anggaran
dan kinerja DPRD secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin kuat pengawasan
DPRD terhadap APBD, maka pengetahuan yang dimiliki anggota dewan akan semakin
efektif mendorong kinerja mereka.

Namun, pengawasan keuangan tidak memoderasi secara signifikan hubungan antara
akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja DPRD. Hal ini bisa diartikan bahwa
pengawasan keuangan oleh DPRD tidak cukup memperkuat efek akuntabilitas dan
transparansi, mungkin karena akuntabilitas dan transparansi sudah berjalan mandiri melalui
mekanisme regulatif lain.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan anggaran,
akuntabilitas, dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggota
DPRD. Selain itu, pengawasan keuangan daerah secara signifikan memoderasi hubungan
antara pengetahuan anggaran dan kinerja DPRD, namun tidak memoderasi hubungan
akuntabilitas maupun transparansi terhadap kinerja. Temuan ini menegaskan pentingnya
peningkatan kapasitas pengetahuan anggaran dan penguatan fungsi pengawasan untuk
mendorong kinerja legislatif yang lebih optimal.
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